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Abstrak
Kata kunci: Artikel ini khusus membahas Tinjauan Kebijakan Pendidikan MI (Madrasah Ibtidaiyah)
Kebl]fdfan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Pendidikan Nasional Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik penelitian. Metode
Madrasah Ibtidaiyah, penelitian yang digunakan untuk mengkaji "Tinjauan Kebijakan Pendidikan MI
UU Nomor 20 (Madrasah Ibtidaiyah) Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Tahun 2023 Sistem Pendidikan Nasional, yakni penulis menggunakan metodologi penelitian pustaka,

yakni mengkaji melalui penelusuran literatur, baik berdasarkan teori, praktik pendidikan
MI (Madrasah Ibtidaiyah), maupun berdasarkan regulasi perudangan. Pasca lahirnya UU
Nomor 2023, Madrasah Ibtidaiyah secara normatif dan praktik mendapatkan pengakuan
yang sama dan selevel dengan sekolah dasar. Kebijakan pengembangannya,: (1)
mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia
berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti; (2)
meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan
kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara
optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat
mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan; (3) melakukan pembaharuan
sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum
untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional
dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara
professional; (4) memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah
sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi
keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai; (5)
melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip
desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen; (6) meningkatkan kualitas lembaga
pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk
memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (7) mengembangkan kualitas
sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui
berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda
dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai
dengan potensinya; dan (8) meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi
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PENDAHULUAN

Sesungguhnya  semenjak  jaman
perjuangan kemerdekaan dahulu, para
pejuang serta perintis kemerdekaan telah
menyadari bahwa pendidikan merupakan
faktor yang sangat vital dalam usaha untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa serta
membebaskannya dari belenggu
penjajahan. Oleh karena itu, mereka
berpendapat bahwa disamping melalui
organisasi politik, perjuangan ke arah
kemerdekaan perlu dilakukan melalui jalur
pendidikan.

Mengingat bahwa sistem pendidikan
masa kolonial tidak demokratis karena

bersifat elit, diskriminatif dan
diorientasikan pada ke-pentingan
pemerintah penjajahan, maka sistem

pendidikan rakyat yang sudah ada perlu
dibina  dan dikembangkan  untuk
menjangkau kepentingan rakyat secara
lebih luas. Disamping mengembangkan
lembaga-lembaga  pendidikan  rakyat
tradisional  yang pada  umumnya
berorientasi keagamaan, maka pada masa
itu didirikan pula lembaga-lembaga
pendidikan umum  nasional seperti
Muhammadiyah, Taman Siswa dan
lembaga-lembaga  pendidikan  swasta
lainnya.

Pada masa sesudah proklamasi
kemerdekaan, arah pendidikan kita
menjadi lebih jelas, meskipun hakikat dan
tujuannya pada dasarnya tetap sama, yaitu
mencerdaskan serta meningkatkan kualitas
kemampuan bangsa. Namun demikian,
upaya pendidikan pada masa sesudah
proklamasi  kemerdekaan  barangkali
memiliki dimensi yang lebih 1uas dan lebih
kompleks, karena menyangkut kemampuan
survival bangsa dalam mepertahankan dan
mengisi kemerdekaan. Proses dan hasil

pendidikan harus mampu menjawab
tantangan-tantangan dan kebutuhan bangsa
akan sumberdaya manusia yang trampil
dalam berbagai jenjang pendidikan serta
dalam berbagai jenis keterampilan yang
bervariasi.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa
pada masa-masa yang akan datang
kemajuan dan kejayaan suatu negara tidak
lagi semata-mata ditentukan oleh kekayaan
sumberdaya alam, melainkan lebih banyak
ditentukan oleh kualitas sumberdaya
manusia yang dimiliki oleh negara tersebut.
Oleh karena itu, pendidikan sebagai upaya
untuk meningkatkan kemampuan
sumberdaya insani merupakan suatu usaha
besar dan vital yang selalu diupayakan
serta menjadi pusat perhatian setiap negara
yang ingin memajukan bangsanya. Usaha
dan perjuangan suatu negara dalam

meningkatkan kecerdasan serta
kemampuan bangsanya dapat dilihat
dalam sistem pendidikannya.

Artikel ini  dikhususkan  untuk

membahas Tinjauan Kebijakan Pendidikan
MI (Madrasah Ibtidaiyah) Pasca Lahirnya
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

METODE
Metode penelitian merupakan
prosedur dan teknik penelitian. Metode

penelitian yang digunakan untuk mengkaji
"Tinjauan Kebijakan Pendidikan MI
(Madrasah Ibtidaiyah) Pasca Lahirnya
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni
penulis menggunakan metodologi penelitian
pustaka, yakni mengkaji melalui penelusuran
literatur, baik berdasarkan teori, praktik
pendidikan MI (Madrasah Ibtidaiyah), maupun
berdasarkan regulasi perudangan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak kalangan mempersoalkan dan
membedakan pengertian ‘“kebijakan” dan
“kebijaksanaan” dalam studi kebijakan publik
di Indonesia. Petanyaan yang sering diajukan
adalah apakah kebijakan dan kebijaksanaan
mempunyai arti yang sama atau berbeda?
Jawaban sederhananya pasti berbeda.

Kebijakan telah diungkapkan oleh para
ahli, seperti Carl J. Friedrick mendefinisikan
kebijakan sebagai “Public policy is a proposed
course of action of a person, group, or government
within a given environment providing obstacles and
opportunities which the policy was proposed to utilize
and overcome in an effort to reach a goal or realize an
objective or purpose (Carl J. Friedrick, 1963:79).
Kebijakan merupakan serangkaian tindakan
yang diusulkan seseorang, kelompok, atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu
dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan
kesempatan kesempatan terhadap pelaksanaan
usulan kebijakan tersebut dalam rangka
mencapai tujuan tertentu.

James E. Anderson; “Public policies are
those policies developed by governmental
bodies and officials (James E. Anderson, 1979:
3). Kebijakan publik merupakan kebijakan-
kebijakan yang dikembangkan oleh badan-
badan dan pejabat-pejabat pemerintah), dan
Syafaruddin mengartikan kebijakan publik
sebagai hasil pengambilan keputusan oleh
manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip
maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal
strategis untuk megarahkan pada manager dan
personel dalam menentukan masa depan
organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan
masyarakat.

Sejak Indonesia merdeka dan membentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem
pendidikan mulai diatur oleh negara sejak
kemerdekaan tahun 1945. Orde lama
memfokuskan pendidikan sebagai upaya dalam
pembentukan karakter bangsa. Inilah orde
dimana semua orang merasa sejajar, tanpa
dibedakan warna kulit, keturunan, agama dan
sebagainya. Begitu juga dalam dunia
pendidikan, orde lama berusaha membangun

masayarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas
demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara
sesama warga negara, termasuk dalam bidang
pendidikan. Inilah amanat UUD 1945 yang
menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan
nasional adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa (Ari H Gunawan, 1995: 36).

Kebijakan pemerintah orde baru, sebelum
maupun setelahnya seringkali menganak tirikan
pendidikan. Pendidikan mempunyai anggaran
paling kecil dari dana APBD dan sistem
pendidikan yang terpusat atau dengan istilah
sentralisasi membuat kualitas pendidikan
Indonesia semakin memburuk. Yang lebih
menyedihkan dari kebijakan pemerintahan orde
baru terhadap pendidikan adalah sistem
doktrinisasi, yaitu sebuah sistem yang
memaksakan paham-paham pemerintahan orde
baru agar mengakar pada benak anak-anak.
Bahkan dari sejak sekolah dasar sampai pada
tingkat perguruan tinggi, diwajibkan untuk
mengikuti penetaran P4 yang berisi tentang
hapalan  butir-butir = Pancasila. Proses
indoktrinisasi ini tidak hanya menanamkan
paham-paham orde baru, tetapi juga sistem
pendidikan masa orde baru yang menolak
segala bentuk budaya asing, baik itu yang
mempunyai nilai baik ataupun mempunyai
nilai buruk. Paham orde baru yang membuat
kita takut untuk melangkah lebih maju
(Dwimas, Kebijakan Pendidikan Masa Orde

Baru, http://dwimaspls2010.blogspot.com,
acses 24/03/2021).

Kebijakan pendidikan di Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, termasuk pada jenjang
pendidikan SD/MI, yakni diarahkan untuk
mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia
menuju terciptanya manusia Indonesia
berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran
pendidikan secara berarti;

2. Meningkatkan kemampuan akademik dan
profesional serta meningkatkan jaminan
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kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga
tenaga pendidik mampu berfungsi secara
optimal  terutama  dalam  peningkatan
pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat
mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga
kependidikan;

3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan
termasuk pembaharuan kurikulum, berupa
diversifikasi  kurikulum untuk melayani
keberagaman peserta didik, penyusunan
kurikulum yang berlaku nasional dan lokal
sesuai dengan kepentingan setempat, serta
diversifikasi  jenis pendidikan secara
professional;

4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik
sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat
pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan,
serta meningkatkan partisipasi keluarga dan
masyarakat yang didukung oleh sarana dan
prasarana memadai;

5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan
sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip
desentralisasi, otonomi  keilmuan dan
manajemen,;

6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan
yang diselenggarakan baik oleh masyarakat
maupun pemerintah untuk memantapkan
sistem pendidikan yang efektif dan efisien
dalam menghadapi perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni;

7. Mengembangkan kualitas sumber daya
manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu
dan menyeluruh melalui berbagai upaya
proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen
bangsa agar generasi muda dapat berkembang
secara optimal disertai dengan hak dukungan
dan lindungan sesuai dengan potensinya;

8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan
dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri
dalam dunia usaha, terutama wusaha kecil,
menengah, dan koperasi.

Pembangunan pendidikan nasional ke
depan didasarkan pada paradigma membangun
manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi
sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk
mengaktualisasikan potensi dan dimensi

kemanusiaan secara optimal. Dimensi
kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling
mendasar, yaitu (1) afektif yang tercermin pada
kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia
termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian
unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif
yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya
intelektualitas untuk menggali dan
mengembangkan serta menguasai ilmu
pengetahuan dan  teknologi; dan (3)
psikomotorikyang tercermin pada kemampuan
mengembangkan keterampilan teknis,
kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.
Kebijakan pendidikan SD/MI memiliki
karakteristik yang khusus, yakni:
1. Memiliki tujuan pendidikan, Kebijakan
pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih
khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan
pendidikan yang jelas dan terarah untuk
memberikan kontribusi pada pendidikan.
2. Memenuhi aspek legal-formal, Kebijakan
pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka
perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang
harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu
diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah
wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus
memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan
hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah
wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan
resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga,
dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan
yang legitimat.
3. Memiliki konsep operasional, Kebijakan
pendidikan sebagai sebuah panduan yang
bersifat umum, tentunya harus mempunyai
manfaat operasional agar dapat
diimplementasikan dan ini adalah sebuah
keharusan untuk memperjelas pencapaian
tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi
kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah
fungsi pendukung pengambilan keputusan.
4. Dibuat oleh yang berwenang, Kebijakan
pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di
bidangnya yang memiliki kewenangan untuk

itu, sehingga tak sampai menimbulkan
kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di
luar pendidikan. Para administrator

Copyright ©2022, JIPMI, ISSN 2721 — 3234 (Online)

166



Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 04 (2), Agustus 2022 (163-169)
Nurmiati

pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan
para politisi yang berkaitan langsung dengan
pendidikan adalah unsur minimal pembuat
kebijakan pendidikan.

5. Dapat dievaluasi, Kebijakan pendidikan itu
pun tentunya tak luput dari keadaan yang
sesungguhnya untuk ditindaklanjuti.Jika baik,
maka dipertahankan atau dikembangkan,
sedangkan jika mengandung kesalahan, maka
harus bisa diperbaiki.Sehingga, kebijakan
pendidikan memiliki karakter dapat
memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya
secara mudah dan efektif.

6. Memiliki sistematika, Kebijakan pendidikan
tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh
karenanya harus memiliki sistematika yang
jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin
diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut
memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas
yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak
bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh
strukturnya akibat serangkaian faktof yang
hilang atau saling berbenturan satu sama
lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan
cermat agar pemberlakuannya kelak tidak
menimbulkan kecacatan hukum secara internal.
Kemudian, secara eksternal pun kebijakan
pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan
lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter;
bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau
disamping dan dibawahnya (H.A.R. Tilaar &
Riant Nugroho, 2008: 179).

Harapan ke depannya, kebijakan
pendidikan secara umum oleh Hargaves dari
London University menyatakan bahwa ilmu
pendidikan mandeg dan tidak berkembang
karena tidak mendapatkan imput dari praktik
pendidikan. Oleh sebab itu, ilmu pendidikan
hanya berada pada tataran idealistik tanpa teruji
di lapangan. Hakikat ilmu pendidikan berada
dalam proses pendidikan yang terjadi dalam
interaksi serta dialog antara pendidik dan
peserta didik dalam masyarakat yang
berbudaya. Keadaan ilmu pendidikan di
Indonesia juga dalam status stagnasi karena
terputus  hubungannya  dengan  praktik
pendidikan. Dengan sendirinya banyak

kebijakan pendidikan di Indonesia bukan di
tentukan oleh data dan informasi di lapangan,
tetapi berdasarkan lamunan atau dengan
menggunakan epistima-epistima ilmu lainnya
yang tidak relevan dengan ilmu pendidikan
yang terfokus kepada kebutuhan peserta didik.
Kebijakan pendidikan SD/MI yang
berdasarkan fakta serta informasi telah
mendapat input dari kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya, kebijakan pendidikan tersebut
akan menentukan masalah-masalah yang perlu
diteliti. Hasil riset yang telah divalidasi dapat
disebarluaskan dalam berbagai eksperimen.
Eksperimen pendidikan inilah yang akan dapat
membuahkan kebijakan pendidikan yang telah
tervalidasi. Demikian seterusnya terjadi suatu
siklus yang berkesinambungan antara kebijakan
pendidikan, praktik pendidikan, riset dan
eksperimen (.A.R. Tilaar & Riant Nugroho,
2008: 181).

Pelaksanaan serta evaluasi kebijakan
pendidikan menuntut peranan aktif dari para
pendidik professional karena dari merekalah
dapat tersusun hasil-hasil kebijakan yang akan
diriset serta mendeseminasikan kebijakan
pendidikan yang ternyata didukung oleh fakta-
fakta positif.

Kebijakan pendidikan yang benar yaitu
bilamana kebijakan tersebut telah di-test
kebenarannya di lapangan. Kebijakan
pendidikan dengan demikian akan tumbuh dari
bawah meskipun kemungkinan kebijakan
tersebut dirumuskan dan diinstruksikan dari
atas. Dalam hal ini diperlukan kemampuan dari
lembaga-lembaga pendidikan (sekolah) yang
otonom untuk memvalidasi kebijakan-
kebijakan pendidikan yang diinstruksikan dari
pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah.
Kebijakan-kebijakan pendidikan berdasarkan
instruksi dari atas tidak mempunyai akar di
lapangan sehingga sukar untuk ditentukan
keberhasilannya. Selain, kebijakan pendidikan
yang tidak berakar tersebut akan melahirkan
budaya ABS (Asal Bapak Senang) dengan
laporan-laporan dari bawah yang menyatakan
keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
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Dalam konteks implementasi kebijakan
desentralisasi, Rondinellli &  Cheema,
memperkenalkan teori implementasi kebijakan
yang orientasinya lebih menekankan kepada
hubungan pengarih faktor-faktor implementasi
kebijakan desentralisasi terhadap lembaga
daerah di bidang perencanaan dan administrasi
pembangunan. Menurut konsep tersebut, ada
dua pendekatan dalam proses implementasi
kebijakan yang sering dikacaukan, Yoyon
Bahtiar Irianto, 2020: 25):

Pertama, the compliance approach,
yaitu yang menganggap implementasi itu tidak
lebih dari soal teknik, rutin. Ini adalah suatu
proses pelaksanaan yang tidak mengandung
unsur-unsur politik yang perencanaannya
sudah ditetapkan sebelumnya oleh para
pimpinan politik (political leaders). Para
administrator biasanya terdiri dari pegawai
biasa yang tunduk kepada petunjuk dari para
pemimpin politik tersebut.

Kedua, the political approach. Pendekatan
yang kedua ini sering disebut sebagai
pendekatan  politik yang mengandung"
administration as an intgral part of the policy
making process in which polities are refined,
reformulated, or even abandoned in the process
of implementing them. Administrasi dan
manajemen merupakan bagian integral yang
tidak terpisahkan dari proses penetapan
kebijakan. Kebijakan dibuat karena tuntutan
administrasi, dan pada saat kebijakan akan
diimplementasikan di situlah manajemen
berperan.  Dimana  kebijakan  diubah,
dirumuskan kembali, bahkan menjadi beban
yang berat dalam proses implementasi. Jadi,
membuat implementasi menjadi kompleks dan
tidak bisa diperhitungkan (unpredictable).

Faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan belum mendapat
perhatian yang serius di Indonesia, karena
kebanyakan para perumus kebijakan mengenai
desentralisasi dan otonomi daerah lebih suka
menggunakan pendekatan the compliance
approach daripada the political approach.
Mereka beranggapan apabila suatu kebijakan
sudah ditetapkan dan sudah diumumkan

menjadi suatu kebijakan publik serta-merta
akan dapat diimplementasikan oleh para
pegawai pelaksana secara teknis tanpa ada
unsur-unsur atau kendala politik apapun, dan
hasil yang diharapkan segera akan dicapai.

Padahal, pada kenyataannya  tidaklah
demikian.
Merujuk konsep-konsep seperti

dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa implementasi kebijakan di Indonesia
menyangkut program dan kebijakan lainnya
yang bukan hanya sekedar proses teknis dalam
melaksanakan  perencanaan yang sudah
ditetapkan, melainkan merupakan suatu proses
interaksi politik yang dinamis dan tidak dapat
diperhitungkan. Beragam faktor politik, sosial,
ekonomi, perilaku dan organisasi kesemuanya
sangat mempengaruhi seberapa jauh kebijakan
yang sudah ditetapkan dapat
diimplementasikan  sesuai dengan yang
diharapkan, dan sampai seberapa jauh pula
implementasi tersebut mencapai tujuan-tujuan
dari kebijakan itu.

Di samping itu, analisis kebijakan
pendidikan yang digunakan di Indonesia
sepertinya lebih banyak menggunakan model
analisis  kebijakan  politik-publik  yang
pada  asumsi-asumsi  politis.
Indikatornya dapat dikemukakan:

Pertama, ketidakjelasan dalam asumsi-
asumsi yang digunakan terhadap
permasalahan- permasalahan  pendidikan.
Kompleksitas dan heterogenitas jenis, sifat, dan
situasi yang disebut sekolah selalu diidentikan
dengan pendidikan. Sehingga tidak heran
manakala membicarakan sistem pendidikan
ternyata yang dibahas adalah sistem
persekolahan,; Menganalisis kebijakan
pendidikan yang dianalisis ternyata kebijakan
penyelenggaraan persekolahan. Akibatnya,
paradigma  pendidikan yang  universal
dipandang secara sempit, dan lebih banyak
adaptif daripada inisiatif.

Kedua, dalam melakukan
kebijakan pendidikan kurang kontekstual
sebagai suatu kebijakan yang utuh dan
terintegrasi

didasarkan

analisis

secara empirical, evaluative,
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normative, predictive. Sebagai suatu produk,
kebijakan pendidikan tidak diformulasikan
berdasarkan  elemen-elemen yang perlu
diintegrasikan secara “sinergy”, bukan sebagai
komponen yang “terdikotomi”. Artinya,
apakah rumusan-rumusan kebijakan tersebut
telah memenuhi kriteria kebijakan yang utuh
atau masih ada butir-butir yang lepas dari ruang
lingkupnya.
SIMPULAN

Kebijakan pendidikan Madrasah
Ibtidaiyah pasca lahirnya Undang-Undang
Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, yakni diarahkan
untuk: (1) mengupayakan perluasan dan
pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh
rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia

Indonesia berkualitas tinggi dengan
peningkatan anggaran pendidikan secara
berarti; (2) meningkatkan kemampuan

akademik dan profesional serta meningkatkan
jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan
sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi
secara optimal terutama dalam peningkatan
pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat
mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga
kependidikan; (3) melakukan pembaharuan
sistem pendidikan termasuk pembaharuan
kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum
untuk melayani keberagaman peserta didik,
penyusunan kurikulum yang berlaku nasional
dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat,
serta diversifikasi jenis pendidikan secara
professional; (4) memberdayakan lembaga
pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah
sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan
kemampuan, serta meningkatkan partisipasi
keluarga dan masyarakat yang didukung oleh
sarana dan prasarana memadai; (5) melakukan

pembaharuan dan  pemantapan  sistem
pendidikan nasional berdasarkan prinsip
desentralisasi, otonomi  keilmuan dan
manajemen; (6) meningkatkan kualitas

lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik
oleh masyarakat maupun pemerintah untuk
memantapkan sistem pendidikan yang efektif

dan efisien dalam menghadapi perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (7)
mengembangkan  kualitas sumber daya
manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu
dan menyeluruh melalui berbagai upaya
proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen
bangsa agar generasi muda dapat berkembang
secara optimal disertai dengan hak dukungan
dan lindungan sesuai dengan potensinya; dan
(8) meningkatkan penguasaan, pengembangan
dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
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